Menimbang

Mengingat

SULAW BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembanguaarahDdan

meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulaviizsiat sebagai
tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi SulaBasit, maka salah
satu alternatif untuk maksud tersebut dibentukladda® Usaha Milik
Daerah ;

. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dim&esudebagai

mitra masyarakat dalam mensukseskan proses penrENgU
sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian ndsiang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Irsi@i@hun 1945

bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang NomdraBan 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan BadaraWaidik Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiadhuruf a,

huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peratlraerah tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi SulaBesat;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusaltsserah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Norh0.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®r)2

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangagara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Mo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@s)4

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberammaegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndribambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istioi@hun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Nom&®}3

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang PembamtBkovinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indondaaun 2004
Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik No#d2;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nt®aerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ®orh25,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomé87)4
sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhgasebndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasngaUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraml{aean negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrag@uangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahamHlaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangeakték
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lemba¥agara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahanbazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3817) ;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persei@abatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norh06,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noite)4;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanmggeRdaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndanEshun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelanlomor
4578) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1%9fang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomordium 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaagnah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lemnb&raerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PROVINSI SULAWES| BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi SeieBarat bersama-sama dengan semua
Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesial



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatemgkiup Provinsi Sulawesi Barat.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya diseliiiB adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daera loerasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan.

7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang menkdtantuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2Qft@ng Perseroan Terbatas.

8. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang nagayestthamnya dalam BUMD.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disiRgkaS adalah RUPS Tahunan dan
RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinysgkat RUPS Luar Biasa kecuali
dengan tegas ditentukan lain.

10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang lbggangjawab penuh atas pengurusan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewd&dUMD baik di dalam maupun di
luar Pengadilan.

11.Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugasakuidan pengawasan secara umum
dan atau khusus serta memberikan nasehat kepagksiDlalam menjalankan BUMD.

12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagiany&ak daerah yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dkaisaluntuk digunakan dalam
penyertaan modal usaha pada BUMD.

13.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usahathu Perseorangan yang berada di luar
organisasi Pemerintah Daerah, antara lain PemerfPagat, Pemerintah Daerah Lain, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Laifsaha Koperasi, Usaha Swasta
Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tundd& plukum Indonesia.

BAB 11
PENDIRIAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha B#éi&rah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB I11
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hwkg@usat di Ibukota Provinsi Sulawesi
Barat.

(2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapatlirikan Anak-anak Perusahaan dan
atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Reguhtonesia maupun di Luar Negeri.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu mengpatproses pembangunan Daerah.



Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan daeningkatkan sebesar-besarnya
kegiatan perekonomian daerah yang berdampak lussd&emasyarakat di Provinsi Sulawesi
Barat, yang pada gilirannya akan memberikan kamrityang maksimal terhadap pendapatan
daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sulawed Y&arg sesuai dengan prinsip perekonomian
nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar mab@45 dan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1) Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dajanhi pedoman pelaksanaan BUMD dalam
mengelola bidang usaha investasi.

(2) Bidang Usaha Investasi sebagaimana dimaksud pgdt (1) yang akan dikerjakan oleh
BUMD mencakup :

a. Usahadi Bidang Agrobisnis ;

Usaha di Bidang Industri Strategis ;

Usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraaamgan BUMN dan Great tinggi) ;
Usaha di Bidang Properti ;

Usaha di Bidang Konsultan ;
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Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan ;
Usaha di Bidang Telekomunikasi ;
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Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, dan Udara) ;

Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineraaddigas ;
Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan ;

[S—

k. Usaha di Bidang Pariwisata ;

Usaha di Bidang Penerbangan ;
. Usaha di Bidang Infrastruktur ;

Usaha di Bidang Perbankan ;

Usaha di Bidang Investasi ; dan

T o =5 3

Usaha di Bidang Asuransi.

BAB VI
MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasanmgatie mitra-mitra kerja seperti :
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BadahaUkélik Negara, BUMD lain, Usaha
Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usahat&weaing yang tunduk pada Hukum
Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsigkpapmian nasional yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan pemgrghdangan.



BAB VII
MODAL

Pasal 8

(1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tigigar rupiah), yang disetor oleh
pendiri sebesar 60 % (enam puluh persen), danysissebesar 40 % (empat puluh persen)
dibagi rata oleh para Pemegang Saham;

(2) Pada saat pendirian BUMD, telah dilakukan penyartaadal sebagai Modal Dasar BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 60 %n{epuluh persen) atau senilai
Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratusrjysaah);

b. Pemerintah Kabupaten masing-masing sebesar 8 %pédelpersen) atau senilai Rp.
240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

(3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat ddpat diubah dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mahgapsetujuan para Pemegang Saham.

Saham
Pasal 9

(1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oléWilBHdalah saham atas nama yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Baraind@emerintah Kabupaten serta publik
lainnya.

(2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunchdd&eAnggaran dasar dan kepada
semua keputusan yang diambil secara sah dalam ReWsSberdasar Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal $akem kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VIII
PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

(1) BUMD mengadakan dan menyimpan daftar pemegang salaandaftar khusus di tempat
kedudukan BUMD.

(2) Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
a. Nama dan alamat para pemegang saham ;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat sahansatat kolektif saham yang dimiliki
oleh para pemegang saham ;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yangporeyai hak gadai atas saham dan
tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk laimssdag ;
f. Kerangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

(3) Pemegang saham harus memberitahukan setiamgenpn domisili dengan surat kepada
Direksi BUMD.



(4)

Para Pemegang saham dalam BUMD adalah Peatefaerah, yang terdiri dari Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan Pdafeditabupaten se Povinsi Sulawesi
Barat.

BAB IX
PENGURUSBUMD
Pasal 12

Pengurus BUMD terdiri dari Direksi dan Dewan Koatris.

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
9)

Direks
Pasal 13

BUMD diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdilari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seoramgachaya diangkat sebagai Direktur
Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipim@h séorang Direktur.

Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang,lefidy atau semua anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) lsajak terjadi kelowongan jabatan
dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengiwiongan dimaksud dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yaftakbetan ketentuan Anggaran Dasar.

Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, m@keeksi terdiri dari sisa anggota Direksi
hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengantkah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).

Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinyanmbelda, atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Direksnjdikuwleh Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjea pekerjaan anggota Direksi yang
lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenangsygama,

Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka uswdetmrt dapat disampaikan oleh salah
seorang atau secara bersama-sama dari anggotaiBiaek masih memangku jabatan.

Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka p@rkan sepenuhnya dilakukan oleh
Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Dinekiitama dengan kekuasaan dan
kewenangan yang sama.

Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan arigigekai lowong, maka untuk sementara,
BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditkroleh Rapat Dewan Komisaris,
dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnygtig@@ puluh) hari setelah terjadi
lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi loamoitg.

Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan jataatan eksekutif lainnya.

(10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD.

(1)

Pasal 14

Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai $irek

a. Warga Negara Indonesia ;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempukhylakaserta moral yang baik ;
c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Memiliki keahlian dan pengalaman bisnis ;



e. Setia dan taat lepada Negara dan Pemerintah Repaddnesia ;

f. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidaigsang dalam setiap kegiatan yang
mengkhianati negara dan/atau tindakan yang telaielaya.

g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan KeputusargBeilan ;
h. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggbDieeksi atau Anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkam ggsseroan dinyatakan pailit;

j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidgareg merugikan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebpkmgangkatan;

k. Telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and prdpst) sesuai dengan peraturan perundang-
undang yang dilakukan oleh Lembaga Independen.

(2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagekdDir

a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang inddpa terhadap pemegang saham
pengendali;

b. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalamalitha) tahun dibidang operasional
sebagai pejabat eksekutif perseroan;

c. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagggota Dewan Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan dan/atabelgantain;

d. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atatsdmma-sama dilarang memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari malsdtor pada suatu perusahaan lain;

e. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggatekdDidengan Anggota Dewan
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga samagan derajat ketiga, baik menurut
garis lurus maupun garis kesamping atau hubungasersga (menantu dan ipar);

f. Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan petadimaksud akan dituangkan dalam
sebuah Keputusan RUPS.

Pasal 15

(1) Untuk pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Guiar, dan untuk jabatan selanjutnya para
Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.

(2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud padadh@atu) adalah 4 (empat) tahun, dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berilautny

(3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertmg@a prestasi yang baik yang
dibuktikan dengan kesehatan BUMD sesuai ketentaag perlaku, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pembennemasa jabatan, tugas dan wewenang
Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD yang aitgkan dalam sebuah Keputusan
RUPS.

Pasal 16

(1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingaMBUdan sesuai dengan maksud dan
tujuan BUMD.

(2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktypatdadiberhentikan jika yang
bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik/atau merugikan BUMD dan
melalaikan tugasnya sebagai Direksi.



(1)
(2)

3)
(4)

()
(6)

(7)
(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 17

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakgasnya yang ditujukan untuk
kepentingan BUMD dalam mencapai maksud dan tujuan.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik ganuh tanggung jawab menjalankan
tugasnya dengan berdasarkan Anggaran Dasar BUMPataturan perundang-undangan.

Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuaatpean perundang-undangan.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai barkan peraturan perundang-
undangan.

Direksi menetapkan susunan organisasi dan tataa kBtf)MD dengan persetujuan
Komisaris.

Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaawakili BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), kepada seseorang atauapab@tang anggota Direksi yang khusus
ditunjuk atau atau kepada kepada seseorang ataarapeborang karyawan BUMD baik
sendiri maupun bersama-sama atau kepada oranbaatan lain.

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaaekBirdiatur dalam Keputusan Dewan
Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undanga

Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan bermstdgada peraturan perundang-
undangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengeluarkan surat-surat obligasi ;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapadkan melepaskan hak atas barang-
barang inventaris milik BUMD ;

c. Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajjinaak ketiga ;

d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepangaigliertentangan dengan peraturan
perundang-undangan ;

e. Mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan Ddéveamisaris.

Direksi berhak mewakili BUMD di dalam dan diluarfgadilan tentang segala segala hal
dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengamkpiain dan pihak lain dengan

BUMD, serta menjalankan segala tindakan baik yargnganai pengurusan maupun
pemilikan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ($laadengan persetujuan dari atau
surat-surat yang bersangkutan turut ditanda targjahiDewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan kek menjadikan jaminan hutan

seluruh atau sebagian besar harta kekayaan BUMa8mdahktu tahun buku baik dalam

transaksi atau beberapa transaksi yang berdirirs@taupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atketn diwakili para pemegang saham
yang memiliki paling sedikit % (tiga per empat) lsagdari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikitiga per empat) bagian dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikgmagai jaminan hutang atau
melepasakan hak atas kekayaan BUMD wajib pula dmikam dalam 2 (dua) surat kabar
haris berbahasa Indonesia yang beredar ditempatk&dn BUMD paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatanumbkersebut.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak urdak atas nama Direksi serta
mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidakdiraatau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan keppiti@k ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang loakinuntuk dan atas Direksi serta
mewakili BUMD.



(14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhakapguiengangkat seorang atau lebih sebagai
wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanyaakekn-kekuasaan yang diatur
dalam surat kuasa.

(15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang berteggandengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakiéhobnggota Direksi lainnya dalam
hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangamgale kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris

Rapat Direksi
Pasal 18

(1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilantip@andang perlu oleh seorang atau lebih
Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis demdorang atau lebih Anggota Dewan
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satmgmang saham atau lebih yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian damigh seluruh saham dengan hak suara
yang sah.

(2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota ksieyang berhak mewakili Direksi
menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD.

(3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengaat darcatat atau dengan surat yang
disampaikan kepada setiap anggota Direksi secagsuag, dengan mendapat tanda terima
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rajpalatan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tarvggethy dan tempat rapat.
(5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD &tanpat kegiatan usaha BUMD.

(6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalaml Direktur Utama tidak dapat hadir
atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal nimhkaperlu tampak pada pihak ketiga,
maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang diggih antara anggota Direksi yang hadir.

(7) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapatksi hanya oleh Anggota Direksi
lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

(8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputuspotdsan yang mengikat, jika
sedikitnya dari ¥z (satu per dua) jumlah Anggotaeksr hadir atau diwakili dalam rapat.

(9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkasyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat teteapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara seliog gedikit dari 2 (satu per dua) dari
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuring maka Pimpinan rapat Direksi
yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUNMDwngutan suara mengenai diri
seseorang dilakukan dengan surat suara terlipgatdaanda tangan. Pemungutan suara
mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisaoyali Pimpinan rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(11) Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengelark (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap Anggota Direksi lainnya yangadiliz

(12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggapdilleluarkan secara sah dan karenanya
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menemyumlah suara yang dikeluarkan.

(13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sapatamengadakan rapat Direksi, dengan
ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahcarse tertulis mengenai usul yang
bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah mekalpepersetujuan mereka atas usul
yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan depgasetujuan tertulis serta menanda
tangani persetujuan tersebut.



(14) Keputusan yang diambil dengan cara pada ayat ifi@npunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ®irek

Pasal 19

(1) Direksi berhenti karena :
a. Masa jabatannya berakhir ;
Meninggal dunia ;
Mengundur diri ;
Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyarprundang-undangan yang berlaku;
Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

-~ ® o0 T

Diberhentikan karena melakukan tindakan yang mkamgperusahaan.

Diberhentikan karena melakukan tindakan yang tareghu bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan daerah atau negara ;

Q

h. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat m&tekan tugasnya sebagai Direksi ;

i. Melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakilbatkang bersangkutan dijatuhi
hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.

(2) Gubernur memberhentikan sementara Direksi yanggdisoelakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan hdrafas usul Dewan Komisaris;

(3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dirdgiata ayat (1) diatur dalam Anggaran
Dasar BUMD.

Pasal 20

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Kepaoti#Emegang Saham dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris
Pasal 21

(1) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Komisaris ditroleh Gubernur, dan untuk jabatan
berikutnya Anggota Dewan Komisaris diangkat olem@gang Saham.

(2) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknydiria) orang yang terdiri dari seorang
Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empagoAnggota.

(3) Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak kang mempunyai kompetensi dan
profesional dalam bidang yang membutuhkan skietéu serta bersifat independen sehingga
dapat bekerja penuh waktu.

(4) Persyaratan Umum Anggota Dewan Komisaris :
a. Warga Negara Indonesia ;
b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempukiylaksserta moral yang baik ;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Memiliki keahlian dan pegalaman bisnis ;
e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Riepudbdinesia ;

f. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipag cakap dan mempunyai
kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubemmemgenai pembinaan dan
pengawasan BUMD ;
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g. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidagdang dalam setiap kegiatan yang
mengkhianati negara dan/atau tindakan yang telaialaya ;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan KeputusargReilan ;
i. Mampu melaksanakan perbuatan hukum ;

J. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggbDieeksi atau Anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkam pegseroan dinyatakan pailit ;

k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidgaragy merugikan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebpkmgangkatan ;

(4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat seBaggjota Dewan Komisaris :

a. Antara sesama Anggota Direksi dan antara AnggotekBi dengan Anggota Dewan
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga saagragan derajat ketiga, baik menurut
garis lurus maupun garis ke samping atau hubungaersda (menantu dan ipar) ;

b. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud padaf a terjadi setelah
pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, makak melanjutkan jabatannya
diperlukan izin tertulis dari RUPS ;

c. Tidak dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komssgaitu para pihak yang dilarang
menurut peraturan perundang-undangan yang berldku @eraturan teknis yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;

d. Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan pexsyadimaksud akan dituangkan dalam
sebuah Keputusan RUPS.

(5) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS kirjangka waktu 3 tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalirgtalah memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak meaggr hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

(6) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Komisadara rinci akan dituangkan dalam sebuah
Keputusan RUPS.

(7) Untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi &8apada BUMD, Gubernur menunjuk
Pejabat yang akan duduk dalam Dewan Komisarisasedengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji deaatunjangan yang jumlahnya ditentukan
oleh RUPS.

(9) Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Deltamisaris lowong, maka dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya logioharus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketendseagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Seorang Anggota Dewan Komisasris berhak mehglan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksucebigrskepada BUMD sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal padgran dirinya.

(11) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir dgabi

a. Masa Jabatan berakhir ;

b. Mengundurkan diri ;

c. Meninggal dunia ;

d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD ;
e

. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentamgamgan kepentingan Daerah atau
Negara ;

f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapaksahakan tugasnya secara wajar.

11



(11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada &@athgruf b, huruf ¢ dan huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usuSRUP

(12) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Andgetean Komisaris, harus diberitahukan
kepada Direksi BUMD.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Pasal 22

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksaDireksi dalam menjalankan
BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.

(2) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BU&dasarkan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukgei&e-kegiatan :

a. Menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;

b. Melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;

c. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Aiaggéahunan BUMD;
d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan penggambBUMD.

(3) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendidisesetiap waktu dalam jam kerja
kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halamantampat lain yang dipergunakan
atau dikuasai oleh BUMD dan berhak memeriksa sepemabukuan, surat-surat, alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang dkas lain sebagainya serta
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankeim Direksi.

(4) Direktur Utama dan setiap anggota Direksi wajibudnmemberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Kansis

(5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak mengusulkarad@pRUPS untuk pemberhentian
sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, Ep@tniggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau erapgrundang-undangan. Usulan
pemberhentian tugas sementara harus diberitahukgadlk yang bersangkutan disertai
alasan pemberhentian.

(6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendesuslah pembebasan tugas sementara itu,
Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS unteknotuskan status Direksi yang
bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikékabhalpada kedudukan semula, dan
kepada Anggota Direksi yang dibebas-tugaskan samseitu diberi kesempatan untuk hadir
guna membela diri.

(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipiwipim Komisaris Utama dan apabila
Komisaris Utama tidak hadir, Rapat dipimpin olalak seorang Anggota Dewan Komisaris.
Apabila tidak ada seorangpun Anggota Dewan Konssgang hadir, maka Rapat dipimpin
oleh salah seorang yang dipilih oleh dari merekeyyzadir.

(8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu t&§a (puluh) hari kalender setelah
pemberhentian tugas sementara itu, maka pembeahesgimentara itu menjadi batal demi
hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kepabalian semula.

(9) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan untgskmentara waktu, maka untuk
sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus BUdn berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebilardianereka atas tanggungan mereka
bersama.

(10) Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komjsagka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau paragét@gDewan Komisaris sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar, berlaku pula baginy
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Rapat Dewan Komisaris
Pasal 23

(1) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap wakimana dipandang perlu oleh seorang
atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas pdaamtertulis dari seorang atau lebih
Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis tujspemegang saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) batpa jumlah saham dengan hak suara
yang sah.

(2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh kKsams Utama dan/atau Anggota Dewan
Komisaris lainnya.

(3) Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampailgpada Anggota Dewan Komisaris
secara langsung maupun dengan surat tercatat etgard mendapat tanda terima yang layak
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakkemgan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tarvggetiy dan tempat rapat.

(5) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukdMB atau tempat kegiatan usaha
BUMD.

(6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utaman dalam hal Komisaris Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebaldalm yang tidak perlu diketahui oleh
pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang ydipyih dari antara Anggota Dewan
Komisaris yang hadir.

(7) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili mlatapat Dewan Komisaris hanya oleh
Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Suuaisi.

(8) Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambiltkspo-keputusan yang mengikat, jika
sedikitnya dari 2 (satu per dua) jumlah Anggota Bewomisaris hadir atau diwakili dalam
rapat.

(9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil samttan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untéékatiutidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan sefa aling sedikit dari %2 (satu per
dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan daégoatr

(10)Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujureemg, maka Pimpinan rapat Direksi
yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUR¢Dwungutan suara mengenai diri
seseorang dilakukan dengan surat suara terlipgtataanda tangan. Pemungutan suara
mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisaoyali Pimpinan rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(11) Setiap Anggota Dewan Komisarisi yang hadir berhadngeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dé&warisaris lainnya yang diwakili. Suara
abstain dan suara yang tidak sah dianggap tida&ludikkan secara sah dan karenanya
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menemyumlah suara yang dikeluarkan.

(12) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan gahganpa mengadakan rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewanis@ni® telah diberitahu secara
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seAmggota Dewan Komisaris telah
memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajtdrsebut sebagaimana dibuktikan
dengan persetujuan tertulis serta menandatanges@tpgian tersebut.

(13) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimanaksimgpada ayat (12) mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang dianmgiadesah dalam Rapat Direksi.
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BAB X
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 24
(1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD adalah :

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimanasddndédam Anggaran Dasar
BUMD ;

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUP& dianlakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.

(2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalamwsetah
(3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadekaktu-waktu sesuai kebutuhan;

(4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah daflakat dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
Tahun Buku
Pasal 25

(1) Tahun buku BUMD dari tanggal 1 Januari dengan tah8fy Desember;

(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelakubBUMD ditutup, Direksi menyusun
laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan pergnoEtangan yang berlaku yang
ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Deltamisaris untuk diajukan dalam
RUPS tahunan;

(3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan &S memberikan pembebasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisagsi{ de charge)

BAB XIlI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 26

Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah #maloleh RUPS, pembagiannnya ditetapkan
sebagai berikut :

a. Deviden untuk pemegang saham ...............cccco i e 4D %0

b. Dana Pembangunan Daerah ......... ..o 5.%

(o3 @ o = T T F= 1 L0 1 T 1o 15 %

d. Cadangan TUJUAN .....oouiiee i ie e et ee e e eeeaeeeseennenieneeaee e eneenenenaene 10 %0

€. Dana KesSejahteraan ...........oiiiii e it e e e e e e e e e 5%

f..JaSa ProduksSi ......cooii i e e e e e 1,00
BAB XIII

PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN
DAN PEMISAHAN BUMD

Pasal 27

(1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisaiMb Hitetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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(2) Gubernur atas kesepakatan Pemegang Saham menamiia Rntuk melakukan perubahan,
pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD setmgadimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajikauangan dibayar dari harta
kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi méikdgang Saham sesuai saham yang
dimiliki.

(4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabudan pemisahan BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikhrPaleitia kepada Pemegang Saham.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembnbapenggabungan dan pemisahan
BUMD diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

BAB XIV
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

(1) Semua pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimparary, surat-surat berharga dan
barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-dikehnya melalaikan kewajiban dan
tugas yang dibebankan kepadanya langsung ataultidgkung telah menimbulkan kerugian
bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pgaran, atau penyerahan uang atau
surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalgodang atau tempat penyimpanan
yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertangi@wab dalam pelaksanaannya kepada
Direksi.

(3) Semua Surat Bukti dan surat lainnya disimpan ditgrkpdudukan BUMD atau di tempat lain
yang ditunjuk Direksi.

BAB XV
ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD
Pasal 29

(1) Gubernur berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar Administrasi BUMD sampai
BUMD dapat beroperasional.

(2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaindamaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 tahun.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap BUMD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mneklponitoring, evaluasi dan
pengendalian.

Pasal 31

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam P@sabubernur melakukan pengawasan
terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundadgngan.
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeradepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur
lebih lanjut oleh Dewan Komisaris berdasarkan Kepam RUPS dan Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalpgagundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pr8uilasvesi Barat.

DitetapkainViamuju
pada tanggal 24 Setiter 2009

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

P a—
D gamamnaes T I

H. ANWAR ADNASALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

¥

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHRUN 2009 NOMOR 9
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang rdatabertanggungjawab serta
mempercepat proses pembangunan dan pertumbuharkopam@an daerah, untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi SegaBarat diperlukan upaya-upaya dan
usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerabh.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 TaA04A tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang NomoraB®in 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalzemal) Pandapatan Asli Daerah
bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,| Hasigeloaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daeratgysah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dkas masih belum cukup memadai
dalam membiayai pembangunan Provinsi Sulawesi Bdbéh karena itu, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat menganggap perlu mengadakaha-usaha lain guna menambah
sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usmadpdéepih tepat dan memungkinkan
serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pataslamiaerah adalah mengelola
pengusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan rdengadirikan Badan Usaha Milik
Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ngnfemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tgrf@nimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerathesuPendapatan Asli Daerah
diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan ke&aydaerah yang dipisahkan.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli DaRratinsi Sulawesi Barat
melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yangahgan tersebut, dilakukan antara
lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (8D) Provinsi Sulawesi Barat.

Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkikut berperan dalam
menghasikan barang dan / atau jasa yang diperlaledaam rangka mewujudkan
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Sulawesti. Bdeh karena itu, BUMD
Provinsi Sulawesi Barat ini melakukan usaha-usalabidang pembangunan,
agrobisnis, industri strategis, konstruksi, propekonsultan, jasa/perdagangan,
telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, d&an udara), energi dan sumber
daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwistapeg®mngan, infrastruktur,
perbankan, investasi, asuransi, dan usaha lainaisésbutuhan, sebagai upaya
ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk mérmkebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakak tetap mandiri dan untuk
mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelaggysunsaha BUMD untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsw@sld8arat.
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Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu nrean@@kan
keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia gangakin terbuka dan
kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya psi@malisme antara lain melalui
pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang kdilakoerdasarkan prinsip-
prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (goodaratp governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Agrabismdalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang Agrobsidalam arti luas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Ind8stategis adalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang imdusing sifatnya
strategis.

Huruf c
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Konstruladalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang koksitr

Huruf d
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Proetéilah jenis-jenis kegiatan
yang meliputi usaha-usaha di bidang properti.

Huruf e
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Konsulddalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang ctarsul

Huruf f
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Jasada§angan adalah jenis-
jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bigasg/ perdagangan.
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Huruf g
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Telekdmsi adalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang tehekokasi.

Huruf h
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Pertly#vun adalah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang t@tsg perhubungan
darat, laut dan udara.

Huruf i
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Bidamgydgt dan Sumber Daya
Mineral adalah jenis-jenis kegiatan yang melipngaha-usaha di bidang
pertambangan, ketenaga listrikan dan sumber dayarati

Huruf |
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Kelad@m Perikanan adalah
jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha idarlg sumber daya
kelautan dan perikanan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Pariwisatdatad@nis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang kepsataan.

Huruf |
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Penerbangaahagenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang pangdn.

Huruf m
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Infrastruktielah jenis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang pegurean prasarana.

Huruf n
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Perbankamahadehis-jenis
kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang p&dran

Huruf o
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Investasaagkhis-jenis kegiatan
yang meliputi usaha-usaha di bidang investasi.

Huruf p
Yang dimaksud dengan usaha di bidang Asuransi lageiés-jenis kegiatan
yang meliputi usaha-usaha di bidang asuransi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Larangan merangkap jabatan diomdkan untuk menjamin  BUMD
dioperasionalkan dengan perhatian penuh, sehingpat derkembang sesuai
tujuan pendiriannya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Larangan merangkap jabatan dimaksudkan uménjamin BUMD
dioperasionalkan dengan perhatian penuh, sehinggeatdoerkembang
sesuai tujuan pendiriannya.

Huruf d
Cukup jelas.

20



Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud Lembaga Independen dalam huruf ladiilah Lembaga
yang bersifat independen yang ditunjuk Gubernurukintnelakukan
penilaian dan kepatutan (fit and proper test) c&loggota Direksi BUMD.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BUMIu$ didasarkan atas
prinsip efisiensi dan efektifitas penganggaran BUMD
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
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